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Tahun 2019, perlu membentuk tim veriﬁkasﬁ AT
Dl

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi
Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 3555);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indone
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarz
Negara  Republik Indonesia  Nomor
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Une
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 T

Scanned by CamScanner



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo
2006 tentang Pedoman Pengelolaan K
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir denga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai  Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 630
Tahun 2018);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2007
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2007 Nomor 3,

' Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

7 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Nomor 10) sebagaimana telah diubah  der
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

2016 tentang Pembentukan d sunan P
- Daerah (Lembaran Daerah.
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seblga.imma tercantum dalam :
merupakan bagian tidak terpisahkan da
Wali Kota ini,

. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Dikt

KESATU mempunyai tugas :

A, Ketua :
1. melakukan rapat koordinasi dengan
tim; dan : v
2. meneliti dan memeriksa persyaratan pencairan
dana bantuan keuangan partai politik;

B. Sekretaris :
. membuat  berita acara  penelitian
pemeriksaan;
. membuat berita acara serah terima b
keuangan; 4
. membuat notulen rapat; dan
. memfasilitasi rapat tim;

- C. Anggota :
i -r 1. membuat surat undangan r

- 2. menggandakan dokumen
i I >' i1 Pa
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Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI A PALU%/

AGIT ) MO
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